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ABSTRACT 
 

THE WAIVER OF PREDICATE CRIME IN MONEY LAUNDERING 
INVESTIGATIONS IN INDONESIA 

Created By 
ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG 

 
Motivated by the increasingly complex nature of money laundering practices in 
Indonesia, driven by the development of organized crime and the vulnerability of 
the financial system. However, investigations of money laundering crimes (TPPU) 
are often hampered by a reliance on proving the predicate crime. This is despite 
Constitutional Court Decision Number 77/PUU-XII/2014 confirming that TPPU 
can stand alone without first proving the predicate crime. This creates a paradox 
between the provisions of Article 69 of Law Number 8 of 2010, and the 
development of law enforcement that adopts the principle of a stand-alone money 
laundering offense. This situation demands a reconstruction of investigative 
strategies by law enforcement officials to optimize the eradication of money 
laundering through an independent approach to proving the origin of assets, 
collaboration with the Financial Transaction Reports and Analysis Center 
(PPATK), and harmonization of legal interpretations in line with the spirit of the 
Constitutional Court Decision. 
This study aims to analyze the investigation of money laundering (TPPU) in the 
context of the absence of a predicate crime, as well as the implications of 
Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XII/2014 on the implementation of 
Article 69 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of 
Money Laundering (TPPU Law). The research focuses on three aspects: (1) the 
mechanism for investigating money laundering (TPPU) without a predicate crime, 
(2) the impact of the Constitutional Court's decision on the interpretation of Article 
69 of the TPPU Law, and (3) investigators' strategies for optimizing the eradication 
of money laundering through the application of Article 69. This research uses a 
normative juridical method with a statute approach, case law analysis, and literature 
review. The results indicate that: (1) money laundering (TPPU) investigations 
without a predicate crime can be conducted by independently proving the element 
of "assets derived from criminal acts," (2) the Constitutional Court's decision 
expands the scope of Article 69 by emphasizing that money laundering does not 
always require proof of a predicate crime, and (3) strategies for optimizing 
investigations require strengthening investigators' capacity to prove suspicious 
financial transactions and collaborating with relevant institutions such as the 
Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). These findings 
provide academic contributions to the reformulation of money laundering 
investigation policies and practical recommendations for law enforcement. 
 
Keywords: Money Laundering, Predicate Crime, Article 69 of the TPPU Law, 
Investigation, Constitutional Court Decision. 
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ABSTRAK 
 

PENYAMPINGAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME) 
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY 

LAUNDRING) DI INDONESIA 
Oleh 

ALBERT INES GEOTORA  HUTAGALUNG 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi praktik pencucian uang (money laundering) 

di Indonesia yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan kejahatan 
terorganisir dan kerentanan sistem keuangan, namun penyidikan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) sering terkendala oleh ketergantungan pada pembuktian 
tindak pidana asal (predicate crime), padahal Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 77/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa TPPU dapat berdiri sendiri 
tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga 
menimbulkan paradoks antara ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 yang masih mensyaratkan hubungan dengan predicate crime dan 
perkembangan penegakan hukum yang mengadopsi prinsip stand-alone money 
laundering offense; kondisi ini menuntut rekonstruksi strategi penyidikan oleh 
aparat penegak hukum agar mampu mengoptimalkan pemberantasan TPPU melalui 
pendekatan pembuktian asal harta secara mandiri, kolaborasi dengan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta harmonisasi 
interpretasi hukum yang selaras dengan semangat Putusan MK demi mewujudkan 
efektivitas penegakan hukum yang progresif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) dalam konteks ketiadaan tindak pidana asal (predicate 
crime), serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 
terhadap penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Fokus 
penelitian meliputi tiga aspek: (1) mekanisme penyidikan TPPU tanpa keterkaitan 
dengan tindak pidana asal, (2) dampak Putusan MK terhadap penafsiran Pasal 69 
UU TPPU, dan (3) strategi penyidik dalam mengoptimalkan pemberantasan TPPU 
melalui penerapan Pasal 69. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), analisis 
putusan pengadilan (case law approach), dan studi literatur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) penyidikan TPPU tanpa predicate crime dapat dilakukan 
melalui pembuktian unsur "harta yang berasal dari tindak pidana" secara mandiri, 
(2) Putusan MK memperluas ruang lingkup Pasal 69 dengan menegaskan bahwa 
TPPU tidak selalu memerlukan pembuktian tindak pidana asal, dan (3) strategi 
optimalisasi penyidikan memerlukan penguatan kapasitas penyidik dalam 
pembuktian transaksi keuangan mencurigakan serta kolaborasi dengan lembaga 
terkait seperti PPATK. Temuan ini memberikan kontribusi akademis dalam 
reformulasi kebijakan penyidikan TPPU serta rekomendasi praktis bagi penegak 
hukum. 

 
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Predicate Crime, Pasal 69 

UU TPPU, Penyidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi. 
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